INDIKATOR KINERJA INDIVIDU ( IKl)

Jabatan ' Kasie Tata Pemerintahan

Tugas : 1. Bertanggung jawab kepada Camat, bertugas mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; serta melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan desa;

a. menyusun rencana kerja Seksi Tata Pemerintahan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain dan instansi vertikal berkenaan
denganpenyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan/atau kelurahan;

c. menggali dan melestarikan kearifan budaya lokal sebagai salah satu upaya guna mewujudkan tata pemerintahan
yang baik pada tingkat kecamatan, serta desa dan/atau kelurahan;

d. melakukan pembinaan, fasilitasi, supervisi, konsultasi, koordinasi, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

desa dan/atau kelurahan;

melaksanakan  kegiatan administrasi pemerintahan dan pertanahan lingkup kecamatan;

menyelenggarakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;

memfasilitasi penyusunan produk hukum desa dan/atau peraturan desa;

memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan, desa dan/atau kelurahan;

j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
kepada camat;

k. mengelola data dan informasi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan;

I.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Seksi Tata Pemerintahan kepada
Camat;

ook

Fungsi 2 a. Pemberian layanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan diantaranya administrasi pertanahan,
pajak bumi dan bangunan, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan, dan/atau yang belum dapat

dilaksanakan pemerintah desa;
b. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung terciptanya tata pemerintahan vyang baik pada tingkat
kecamatan, kelurahan dan/atau desa;




